
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1913, 2016 KEMENHUB. Jasa Kepelabuhan. Tarif.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 148 TAHUN 2016 

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN, DAN FORMULASI  

TARIF JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN  

YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 

Peraturan  Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 

Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang 

Tata Cara Penetapan Jenis, Struktur, Golongan, dan 

Formulasi Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan 

Penyeberangan yang diusahakan Secara Komersial; 

 

Mengingat :  1.  Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 

tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5731); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 

tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5108) sebagaimana  telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di 

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun  2011 Nomor 43 Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia  Nomor 5208); 

4. Peraturan Presiden  Nomor 7  Tahun 2015 tentang  

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang  

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan; 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan 

Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 529) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 80 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 

26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 633); 
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8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 

Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan 

Penumpang Angkutan Penyeberangan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

285); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 

Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan 

Kendaraan Angkutan Penyeberangan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

413); 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 

Tahun 2016 tentang Pengaturan dan 

Pengendalian Kendaraan yang menggunakan Jasa 

Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 430); 

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 

Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang 

Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

431); 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 

Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan 

Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 432); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG TATA CARA PENETAPAN JENIS, 

STRUKTUR, GOLONGAN, DAN FORMULASI TARIF JASA 

KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN 

YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum 

untuk kegiatan angkutan penyeberangan; 

2. Jasa Kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhanan pada 

pelabuhan penyeberangan; 

3. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang 

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan 

jaringan jalan dan /atau jaringan jalur kereta api yang 

dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang, 

kendaraan beserta muatannya; 

4. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan 

yang dibongkar/dimuat dari dan ke angkutan 

penyeberangan tanpa dimuat dalam kendaraan; 

5. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit 

Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan 

Penyeberangan atau Badan Usaha Pelabuhan 

Penyeberangan; 

6. Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan adalah Badan 

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang 

khusus didirikan untuk mengusahakan jasa 

kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan; 

7. Tarif Pelabuhan Penyeberangan adalah biaya yang 

dikeluarkan pengguna jasa/pemilik barang dalam jasa 

pengangkutan berupa penumpang, kendaraan dan 

barang kepada penyelenggara pelabuhan penyeberangan; 

8. Menteri adalah Menteri Perhubungan; 
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9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Darat. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2            

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini 

meliputi: 

a. Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan; 

b. Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan; 

c. Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan; 

d. Pengaturan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan; 

e. Penetapan tarif pelayanan jasa kepelabuhan; dan 

f. Mekanisme penetapan tarif pelayanan jasa 

kepelabuhanan.  

 

BAB III 

JENIS TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN 

 

 Pasal 3 

(1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan 

suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan 

oleh Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan. 

(2) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas: 

a. tarif pelayanan jasa kapal; 

b. tarif pelayanan jasa penumpang; 

c. tarif pelayanan jasa kendaraan; dan 

d. tarif pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya. 

 

BAB  IV 

  STRUKTUR TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN 

 

Pasal  4 

Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan 

kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan 
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